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SALINAN

LURAH TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATUR.AN KALURAHAN TIRTOSARI

NOMOR 07 TAHIJN 2022

TENTANG

PENGHASILAN LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN

DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI

DENGAN RAI{MAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOSARI,

Menimbang i a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2Q21 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan
Kalurahan, struktur besaran penghasilan tetap Lurah,
Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan ditetapkan dengan

.. Peraturan Kalurahan yang mengatur tentang Penghasilan
Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kaluraharr, Staf Honorer
Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan ;

: 1. Undang-Unda?rg Nomor 13 Tahun 2Al2 tentang
Keistimewaan Daerah-ilstimewa Yogiakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor L7O);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AL4 Lentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Sae5);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara

Mengingat

!-



!

Republik Indonesia Nomor 5s3g) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2oL9 tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan pemerintah Nornor 4s rahun 2074
tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6
Tahun 2or4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o1g Nomor 41, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 632l);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 rahun 2olg
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 611);

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa yograkarta Nornor
34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Daerah Istirnewa Yograkarta Tahun 2OLT Nomor
3s);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nornor s rahun 2o2o
rentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2o2o
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2O2O Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Baritul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 86);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2o2a tentang
T-eknis Peny-rsunan Produk Hukurn Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bafitul Tahun 2020 Nomor 87);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2O2O tentang
Pertrbahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 194
Tahun 201.9 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keda
Pernerintah Kalurahan ( Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2O2O Nomor 128 );

LL.Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 ter)tang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul rahun 2o2l
Nomo 129);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahin 2022 Nomor 59);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barahg/Jasa
Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahurr
2022 Nomor 60);



14. Peraturan Bupati bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 8 Tahun 2O2O tentang Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2022 Nomor 100);

15. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 03 Tahun 2019 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun
2OL9 Nomor 03);

16. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 06 Tahun 2A20
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeritah
Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun
2020 Nomor 1O);

17. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran I{alurahan
Tirtosari Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI

Dan

LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN
LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF I(ALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yoryakarta
yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas
gabungan beberapa padukuhan yang mernpunyai batas-batas wilayah
tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah
kaparrewon yang dipimpin oleh Lurah.

2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap,
tunjangan, jarninan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima
oletl Lurah, Pamong Kaiurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan
dan Anggota Bamuskal.

3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh
Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan;

4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilat tetap, juninan sosial,



5' Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap,
tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang bersumber dari ApBKal.

6' Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial
ketenagal<erjaaan yang diselenggarakan oleh Badan penyelenggara
Jaminan sosial sesuai ketentuaa peraturan penrndang-undangan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut
APBKaI adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pernerintah Kalurahan dan
Bamuskal, yang ditetapkan dengan peraturan Kalurahan.

8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Arokasi Khusus.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber darl Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yallg diperuntukkan bagr Kalurahan yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pernbangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Kalurahan yang selanjutnya
disebut BKK adalah bantuan keuangan kepada Pernerintah Kalurahan
untuk pembangunan dan pernberdayaan masyarakat, yang harus
dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan yang
telah ditentukan oleh pemerintah Daerah.

1'1. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan
dan kepentingan rnasyarakat seternpat dalanr sistern pet'nertntahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah darr dibantu Parnong Kalurahan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.

13. Lurah adalah '' sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa
Yograkarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk rnenyeienggarakan rumah tangga
Kalurahannya dan rnelaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah
Daerah.

14. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk
melaksanakan fungsi, tugas, wewena-ng dan kewajiban Lurah, da_larn
kurun waktu tertentu.

15. Badan Perrnusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal
adalah nama lain Badan Permusyawaratafi Desa di wilayah Daeral:
Istintewa Yograkarta, merupakan lembaga yang rnelaksa-rrakafl fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakarr wakil dari penduduk
Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

16. Pamorrg l(alurahan adalah narna lain Perangkat Desa di wilayah Daerah
Istimewa Yograkarta merupakan unsur penunjang yang membantu
Lurah dalam pen]^rsunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam
sekretariat, dan unsur pendulnrng tugas Lurah dalam pelaksanh
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewiiayahan.

17. Carik adalah narna lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istifnewa



Yograkarta yang merupakan pimpinan sekretariat Kalurahan.
18. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur

satrran trrgas kewilayahan yang bertugas mernbantu Lurah dalatn
pelai<sanaan tugas di wiiayahnya.

19. I(epala Umsan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai
unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu
Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur pangripta.

D. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai
pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-ulu
dan Kamituwa.

21. Staf Kalurahan adalah staf yang mernbantu tugas-tugas administratif di
Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum
berlakunya undang-undang Nomor 6 Tahun 2oL4 tentang Desa.

22 Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan I{eputusan
Lurah setiap tahun.

23. Pelaksa.na Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut PKA adalah
Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk rnenjalankan tugas
dan fungsi sebagai pengampu fuang lingkup kegiatan yang tercantum
dalam APBKal.

24. Keuartgan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang
dapa.t dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

25. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari
kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKaI atau
perotrehan hak lainnya yang sah.

%. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS,
adalah badan penyelenggaran jaminan sosial berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang
selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Lurah yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keselurrrhan pengelolaan
keuangan Kalurahan.

28. Pelal<sana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat
PPKK adalah Pamong Kalurahan yang rnelaksanakan pengelolaan
keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasakan
sebagian kekuasaan PI(PKK.

D. Kaparrewon adalah sebutan kecat'natan di wilayah Daerah Istimewa
Yograkarta yang menrpakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan
menrpakan perangkat daerah Kabupaten.

30. Panewtr adalah pirnpinan Kapanewon sebagai uflsur Perangkat Daerah.

BAB II

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN
DAN STAF HONORER KALURAHAN'- Baglan Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 2



Kalurahan dan Anggota Bamuskal terdiri dari:
a. penghasilan tetap;
b. tunjangan;
c. jaminan sosial; dan
d. penerimaan lain yang sah.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
APBKal.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap

Pasal 3

(1) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan penghasilarr
tetap

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap
bulan

(3) Penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus
sebagai Pegawai Negeri tidak diberikan sampai yang bersangkr-rtan purna
tugas dari Pegawai Negeri.

Pasal 4

(1) Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang diberhentikan
sementara mendapat penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen)
dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan.

(2) Pemberian penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari
besaran penghasilan tetap tahun berkenaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihentikan dalam hal yang bersangkutan diangkat kembali
atau diberhentikan secara tetap.

(3) Dalam hal pemterhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi pemberhentian tetap maka penghasilan tetap Lurah, pamong
Kalurahan dan staf Kalurahan dihentikan sejak tanggal pemberhentian
tetap.

(4) Dalam hal pemberhentian sementara sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah,
Parnong Kalurahan atau Staf Kalurahan, maka penghasilan tetap
diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 5

(1) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang
bekerja kurang dari atau sarna dengan 15 (lima belas) hari dalarn 1 (satu)
bulan sejak tanggal diangkat/dilantik atau sejak tanggal diberhentikan,
penghasilan tetap diberikan sebesar 5Oo/o (lima puluh persen) dari
besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.

(2) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kaiurahan dan staf Kalurahan yang
bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bula:r sejak
tanggal diangkat/dilantik atau sejak tanggal diberhentikan, penghasilan
tetap diberikan sebesar I0Oo/o (seratus persen) dari besaran penghasilan
tetap tahurr berkenaan pada bulan berkenaa/i.



(3) Hari sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah hari
kalender

Pasal 6

(1) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Parnong Kalurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a setiap bulan ditetapkan sebagai
berikut:
a. Lurah sebesar Rp 4.044.400,00 (empat juta empat puluh empat ribu

ernpat ratus rupiah).
b. Carik sebesar Rp 3.033.300,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga

ratus rupiah).
c. K.epala Seksi sebesar Rp. 2.831.000,00 (dua juta delapan ratus tiga

puluh satu ribu rupiah).
d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.831.000,00 (dua juta delapan ratus tiga

puluh satu ribu mpiah). dan
e. Dukuh sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

(2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan setiap bulan sebesar Rp.
2.067.OO0,00 (dua juta enam puluh tqiuh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

T\rnjangan

Pasal 7

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 ayat (1) huruf b terdiri
atas :

a. tunjangan jabatan;
b. tunjangan istri/suami;
c. tunjangan anak;
d. tunjangan inasa kerja;
e. tunjangan kineda;
f. hrnjangan Hari Raya;
g. tunjangan purna tugas;
h. tunjangan Penjabat Lurah; dan
i. tunjangan pelaksana tugas.

(2) Tunjangan jabatan, tunjangan istrilsuami, tunjangan
tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
sampai dengan huruf d diberikan setiap bulan.

Pasal 8

(1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.

(2) Besaran hrnjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan, sebagai berilmt :

a. Lurah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
b. Carik sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
c. Kasi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
d. Kaur sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dat't

e. Dulo"lh sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah

anak dan
(1) huruf a



Pasal 9

(1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan prosentase sesuai ketentuan
tunjangan istri/suami bagi Pegawai Negeri Sipil dikalikan besaran
penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan
pada tahun anggaran berkenaan.

(2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperhitungkan untuk 1 (satu) orang istri/suami.

Pasal 10

(1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c
diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi
21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

(2) Besaran tunjangan anak per bulan sebesar 2o/o (dua persen) dari
penghasilan tetap pada tahun berkenaan per anak.

(3) Anak yang usianya lebih dart 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi
berusia 25 (dua puuh lima) tahun dapat diberikan tunjangan anak
apabila masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari institusi pendidikannya dan belum pernah menikah.

Pasal 1 1

(1) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada Lurah,
Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.

(2) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak, tidak diberikan kepada
Lurah atau Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri,
pensriunan Pegawai Negeri dan/atau istri/suaminya berstatus Pegawai
Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.

(3) Tunjangan anak dan tunjangan istri/suami tidak diberikan kepada staf
Kalurahan yang suami/istrinya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan
Pegawai Negeri.

(4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan melniliki
istri/suami berstatus sebagai lurah, Pamong Kalurahan atau staf
Kalurahan maka tunjangan istri/suami dan tunjangan anak hanya
diberikan kepada salah satu.

Pasal 12

(1) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf d diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
(2) Penghitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. bgi Lurah adalah sejak tanggal dilantik menjadi Lurah;
b. bagi Lurah yang menjabat lebih dari satu periode, jabatan Lurah masa

kerja sebelumnya tidak diperhitungkan;
c. bagi Famong Kalurahan sejak tanggal diangkat/dilantik rnenjadi

Parnong Kalurahan;



d. bagi Pamong Kalurahan yang diangkat karena -rt""i dari jabatan
Pamong Kalurahan Lainnya dihitung sejak tanggal pengangkatan
pertama dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah
diberhentikan sebelumnya;

e. bagi staf Kalurahan sejak tanggal diangkat menjadi staf Kalurahan;
f. Tunjangan masa keda diperhitungkan naik untuk masa setiap 1 (satu)

tahun sekali bagi Lurah dan setiap 2 (dua) tahufi sekali bagi Pamong
Kalurahan dan Staf Kalurahan; dan

g. Besaran tunjangan masa kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan
Kalurahan.

(3) Batas tertinggi pemberian tunjangan masa keda bagi Lurah, Parnong
Kalurahan dan Staf Kalurahan sebagairnana tersebut dalam Larnpiran I
yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 13

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e

merupakan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dalam
rangka menunj an g kinerj a penyelen ggaraan Pemerintaharr Kalurahan.

(2) Ketentuan dan besaran tunjangan kinerja diatur dengan Peraturan
Lurah.

(3) Penyttsunan Peraturan Lurah tentang pemberian tunjangan kinerja
paling sedikit mernuat :

a. nraksud dan tqjuan pemberian tunjangan kinerja;
b. kriteria dalam pemberian tunjangan kineda;
c. besaran tunjangan kinerja; dan
d. faktor pengura.ng tunjangan kinerja.

(a) Pemberian tunjangan kinerja bersumber dari pendapatan asli Kalurahan
dan/atau bagian hasil peiak dan retribusi Daerah.

Pasal 14

(1) Tunjangan hari raya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
f diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf
honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal.

(2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan I
(satu) kali dalam satu tahun a.nggaran.

(3) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pantrong Kalurahan dan Staf Kalurahan
diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah
tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan
tunjangarr masa kerja.

(a) Tunjangan hari raya bagi Anggota Bamuskal paling banyak sebesar satu
kali t'unjangan kedudukan.

(5) Tunjangan hari raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling
banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.

(6) Tunjangan hari raya bersumber dari pendapatan asli Kalurahan
dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;

(7) Tuqiemga:r hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yaJlg berasal dari Pegawai Negeri atau



Pasal 15

(1) Tunja:rgan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)
huruf g diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan
anggpta Bamuskal yang diberhentikan secara horfnat dengan masa keda
paling sedikit 2 (dua) tahun"

(2) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang
diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
hal :

a. diberhentikan karena telah habis masajabatan;
b. cliberhentikan karena meninggal dunia.

(3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai
berikut:

a. Lurah, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan pating banyak satu
kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa keda;

b. Pamong Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan pating
banyak 5Oo/o (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun
terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan

c. Staf Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling
banyak 3Oo/o (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun
terakhir dikalikan dengan tahun masa keda; da:r

d. Anggota Bamuskal, sesuai kernampuan keuangan Kalurahan paling
banyak satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan
tahun masa kerja.

(4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan anggota
Bartruskal diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas
diterimakan kepada ahli waris.

(5) Dalam hal Lurah terpilih kembati menjadi Lurah pada masa jabatan
berikutnya maka tunjangan purna tugas diberikan pada setiap
diberhentikan secara hormat pada akhir masajabatannya.

(6) Dalam hal Pamong Kaluraharr dan Staf Kalurahan diberhentikan
secara hormat karena mengundurkan diri, diberikan tunjangan purna
tugas sebagai berikut :

a. Pamong Kalurahan, fnerniliki fnasa keda di atas 10 (sepuluh) Tahun
sampai dengan 15 (lima belas) Tahufl, besaran flrnjangarr purna
tugas sesuai kemampuan keuangan I(alurahan paling banyak 3O%
(tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikaa
dengan tahun rnasa kerja;

b. Pamong Kalurahan, merniliki masa kerja di atas 15 (lima belas)
Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemarnpuan
keuangan Kalurahan paling banyak 5Oo/o (lima puluh persen) dari
penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun fnasa

" keda;
c. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas L0 (sepuluh) Tahun

sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna
tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 20%
(dua puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikarr



dengan tahun masa keda; dan
d. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lirna belas) Tahun,'besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan

Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan
tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan

(7) Datam hal Pamong Kalurahan diberhentikan secara hormat karena
sal<it dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun
diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan
Kalurahan paling banyak s0% (lima puluh persen) dari penghasilan
tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.

(8) Daiam hal Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit
dan paling sedikit telah memiliki rnasa kerja 10 Tahun diberikan
tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling
banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir
dikalikan dengan tahun masa kerja.

(9) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan diberhentikan secara hormat
karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berdasarkan
surat keterangan dari pihak berwenang.

Pasal 16

(1) Tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dirna-tr<sud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf h diberikan kepada Penjabat Lurah dalam hal Lurah
berhaLangan tetap.

(2) Besaran tunjangarl Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat
(L) sebesar 3o%o (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Lurah.

(3) selain tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya yang nrelekat pada
jabatan Lurah sampai dengan dilantik Lurah yang definitif.

(4) ftrnjangan Penjabat Lurah diberikan setiap bulan selama yang
bersangkutan rnelaksanakan tugas sebagai Penjabat Lurah.

Pasal 17

(1) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf i diberikan kepada pelaksana tugas dalam hal pamong
Kalurahan diberhentikan / diberhentikan sementara.

(2) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1) diberikan sejak tanggal diangkat menjadi pelaksana tugas Pamong
Kalurahan dengan jangka waktu pelaksanaan tugas paling sedikit 1

(satu) bulan.
(3) Besaran tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebesar tOo/o (sepuluh persen) dad penghasilan tetap Pamong
Kalurahan yang diampu sebagai pelaksana tugas.

(4) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan rnelaksanakan tugas
sebagai pelaksana tugas.



Pasal 18

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal r ayat (1) tidak
diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang
diberhentikan serRentara.

(2) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan
diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf
Kalurahan maka tunjangan diberikan kembali sejak tanggal
pengangkatan kembali.

Pasal 19

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (l)
diatur dengan Peraturan Lurah"

Bagian Keempat

Jaminan Sosia-l

Pasal 20

(1) Jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf
Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Tunjangan jaminan kesehatan; dan
b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

(2) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diberikan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf
Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal beserta istri/suami dan
anaknya.

(3) Tunjangan jarninan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan dalam bentuk jarninan sosial melalui kepesertaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai
peraturan perundang-undangan.

(a) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan
Badan Penyelenggara Jarninan Sosial (BPJS) Ketenegakerjaan sesuai
peraturan perundang-undangan.

(5) Tunjangan jaminan ketenagake4'aan hanya diberikan kepada Lurah,
Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan
anggota Bamuskal tidak terrnasuk keluarganya

(6) Tunjangafl jaminan ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Lurah,
Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal yang berasal dari pegawai
negeri.

(7) Pemerintah Kalurahan menganggarkan iuran BPJS l(etenagakedaan
untuk 2 (dua) program yaitu :

a. Jaminan Kecelakaafi Kerja (JKK); dan
b.' Jaminan Kematian (JKM).



Bagian Kelima

Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 2 1

(1) Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan
dapat diberikan penerimaan lain yang sah.

(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. honorarium pengelola keuangan Kalurahan;
b. honorarium pengelola aset Kalurahan;
c. honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran;
d. pelungguh;
e. pengarem-arem; dan
f. honorarium lain-lain yang sah sesuai dengan kewenangan

Kalurahan dan peraturan perundangan.

Pasal22

(1) Honorarium pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 21 ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah, Pamong
Kalurahan dan staf Kalurahan dalam kedudukaaflnya sebagai
pengelola keuangan Kalurahan, terdiri atas :

a. Flonorarium PKPKK;
b. Honorarium PPKK; dan
c. Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Honorarium PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada Lurah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaarr
keuangan Kalurahan.

(3) Honorarium ppl(f sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan kepada Pamong Kalurahan unsur sekretariat dan unsur
pelaksana teknis sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan.

(4) Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada staf Kalurahan
dan/atau staf honorer Kalurahan di Sekretariat Kalurahan.

Pasal 23

(1) Pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1) dan pengelola asset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 23 ayat (1) diangkat dengan keputusan Lurah.

(1) Ketentrran dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) tersebut dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratura:t Kalurahan ini.

!

Pasal24

(1) Tim pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2L ayat (2) huruf c ditetapkan dengan I(eputusan Lurah.

I?) I{efenfrran r{qn hesnrqn hntrnrarirrtn finr nelalrsena keoieteri AtlooarAr,



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan
perundangan.

Pasal 25

Penerimaan lain yang sah dalam bentuk pelunggtrh dan pengarem-arem
sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) hunrf d dan hururf e
diberikan sesuai ketentuan peraturan perrrndang-undangan yang
rnengatur tentang tanah Kalurahan.

BAB III

PENGHASILAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 26

(1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium danlatau penerimaan
lain yang sah.

(2) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan sebesar Rp. 2.067.000,00
(dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap
bulan.

(4) Honorarium dan /atau penerimaan yang sah Staf Honorer Kalurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkarr dalam bagian 70%
(tqiuh puluh persen) belanja APBKal.

Pasal2T

(1) Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dengan
masa kerja . almmulatif paling sedikit 2 tahun dapat diberikan
tunjangan taliasih.

(2) Tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara horrrrat
dalam hal:
a. telah habis masa berlakunya perikatan keda; atau
b. meninggal dunia.

(3) Besaran tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud ayat (1)

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
(4) Besarnya tunjangafr tali asih ditetapkan dengan keputusan lurah.

Pasal 28

(1) tUrrjangan purna tugas sebagairrrana dirnaksud pada Pasal 7 ayat (ll
huruf g dan tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud ddarn PaseJ 27
ayat (2) bersurnber dari pendapatan asli desa dan/atau bagian hasil
pqiak daerah dan retribusi daerah.

(2) Tunjangan purna tugas dan tunjangan tali asih sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70o/o (tduh puluh persen)

anggaran belanja APBKal.



BAB IV
PENGI{ASILAN BADAN PERMUSYAWARAI AN I(ALURAHAN

Pasal 29

(1) Pimpinan
tunjangan.

dan anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.'lunjangan kedudukan; dan
b.'Iunjangan Kinerja.

Pasal 30
(1) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Barnuskal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat {2) huruf a diberikan setiap bulan
dengan besaran sebagai berikut :

a. Ketua sebesar Rp 1.s00.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
b. Wakil ketua sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lirna

puluh ribu rupiah);
c. Sekretaris sebesar Rp L.275.0O0,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah);
d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

rupiah).
(2) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagairnana

pada avat (1) diperhitungkan dan dibayarkafl pada bulan berikutnya
setelah tanggal pelantikan.

(3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat
(2) huruf b diberikan berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang
dapat diselesaikan.

(4) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas:
a. Peraturan Kalurahan inisiatif Bamuskal;dan/ atau
b. Feraturan Kalurahan inisiatif Lurah.

(5) Besarnya tunjangan kineda penyelesaian Peraturan Kalurahan
sebagai.mana dimaksud ayat (4) huruf a paling banyak sebesar
tunjangan kedudukan untuk setiap Peraturan Kalurahan yang dapat
diselesaikan.

(6) Besarnya tunjangan kinerja penyelesaian Peraturan Ifulurahan
sebagaimana dimaksud ayat (4) hunrf b paling banyak sebesar SO o/o

(lima puluh persen) dari tunjangaR kedudukan untuk setiap peraturan
Kalurahan yang dapat diselesaikan.

(7) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dirnaksud dalam pasal 29
ayat (21 hunrf b bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau
bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 31

(1) Selhin tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Zg Bamuskal
memperoleh belanja operasional Bamuskal sebesar Rp 1.2.4T0.OOO,OO
(dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rtrpuah).

(2) Belanja operasional Barnuskal sebagaimafla dimaksud pada ayat (1)
dioersunakah entere lain rrnfrrlr.



a. Belanja makan dan minum rapat dan kegiatan;
b. Belalja alat tulis kantor;
c. Belanja penggandaan;
d. tselanja perjalanan dinas; dan
e. belanja lain sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.

Pasal 32

T\.rnjaragan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam pasal g0 dan
operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Kalurahan yang mengatur tentang Penghasilan
Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan
Bamuskal.

BAB V

PENGANGGARAN PENGHASILAN

Pasal 33

(1) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, T\rnjangan
Kedudukan Bamuskal dan belanja operasional Bamuskal dialokasikan
dari bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) anggarafl belanja
APBKaI dan bersumber dari ADD.

(2) Dalam hal bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran
belanja APBKaI tidak mencukupi untuk memenuhi standar minimal
pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan,
tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan melebihi ketentuan paling
banyak 3O% (tiga puluh persen) anggaran belanja APtsKal.

(3) Dalam hal sumber ADD pada bagian paling banyak 30% (tiga puluh
persen) €Lnggaran belanja APBKaI tidak menculnrpi untuk memenuhi
standar minimal pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong
Kalurahan, tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari surnber
perrerimaan lain dengan ketentuan selain DD, BKK dan Silpa tahun
anggaran sebelumnya.

(4) Dalarn hal pemenuhan standar minimal penghasilan tetap bagi Lurah
dan Pamong Iklurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
terpenuhi, dan masih terdapat anggaran ADD dari bagian paling
banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran belanja APBKal, maka
penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dapat diberikan
meLebihi ketentuan standar minimal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan kemampuan Kalurahan dan
mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan
kewenangan Kalurahan.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan
Tirtosari Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah,
Pamong Kalurahan Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Fermuyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2O2L

Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Ka-lurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengUndangan
Peratrran Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kalurahan Tirtosari.

Ditetapkan di : Tirtosari
: 9 Desember 2022

SARI,

Diundangkan di:' Tirtosari
Pada tanggal : 9 Desember 2022

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 07

NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL : ( Et) /TIRTOSART/2022)



Lampiran I
Peraturan Kalurahan Tirtosari
Nomor : OT Tahun 2022
Tentang : Penghasilan Lura_h,

Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer
Kalurahan Dan Badan
Permusyawaratan
Kalurahan

BATASAN TERTINGGI TUNJANGAN MASA KERJA

TIRTOSARI,

t-

Masa Kerja
(Tahun)

Lurah
(Rp)

Pamong
Kalurahan (Rp)

Staf
Kalurahan (Rp)

I 2 3 4
1 300.000
2 350.000 50.000 30.000
3 400.000

4 450.000 70.000 50.000
5 500.000

6 550.000 90.000 70.000
8 110.000 90.000
10 130.000 110.000

t2 150.000 120.000

1,4 170.000 130.000

L6 190.000 140.000

18 210.000 150.000

20 230.000 160.000

22 2s0.000 170.000

24 270.000 180.000

26 290.000 190.000

28 310.000 200.000

30 330.000 210.000
32 350.000 220.O00

34 370.000 230,000

36 400.000 240,000
38 420.O00 250.000
40 440.000 260.000



Lampiran II
Peraturan Kalurahan Tirtosari
Nomor : 07 Tahun 2022
Tentang : Penghasilan Lurah,

Pamong Ka_lurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer
Kalurahan Dan Badan
Permusyawaratan
Kalurahan

KETENX'UAN DAN BESARAN HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN

Tunjangan Pengelola Keuangan Kalurahan :

a. Besaran tunjangan PKPKK bagi Lurah per bulan sebesar:

No Jabatan
Jumlah Belanja

Pada APB Itul I(eterangan

> 3M sd 5M (Rp)

1 Lurah 600.000 M=Milyar

b. Besaran tunjangan PPKK bagi Pamong Kalurahan :

1) Tlrnjangan PPKK bagi Carik dan Kepala Urusan Danarta per bulan
paling banyak:

No Jabatan

Jumlah Belanja
yang dikelola

dalarn APB Ka1
Keterangal

> 3M sd 5M (Rp)

1 Carik 500.000 M=Milyar

2 Danarta 400.00b

3 Pembantu Pelaksana

Fungsi Kebendaharaan

250.000

4 USER 400.000

2) Tunjangan PPKK bagi Kepala urusan Tata Laksa::a, Kepala urusan
Pangripta dan Kepala Seksi per bulan paling banyak :

Jumlah Belanja yang dikelola pada
Sekretariat, Urusan, atau Seksi

dalam APBKalJabatan
sd 1 M (Rp) >1M sd 3M

(Rp)

> 3M (Rp)
Ket

1 I(ar-rr Tata
Laksana

350.000 400.000 4s0.000

2 Kaur Pangripta 350.000 400.000 4s0.000
3 Kepala Seksi 350.000 400.00.0. .1;.,450.000

M = Milyar

SARI

No.



PEMEzuNTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK

PEMERINTAFI KALURAHAN TIRTO SARI
Alamat :Kirobayan. MulekanL Tirtosari. Kretek Bantul.Kodepos : 55772

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini jum'at tanggal sembilan bulan desember tahun dua ribu dua
puluh dua (9 - 1'2 - 2022), bertempat di aula balai I(alurahan Tirtosari
Kaparrewon Kretek, yang bertandatangan dibawah ini :

3. Nama : ISHARyANTO
Jabatan : Ketua Bamuskal rirtosari, Kapanewort Kretek.
Dalam hnl ini bertindak untuk dan atas narna Badan Perfnusyawaratan
Kalu.rahan, Kalurahan Tirtosari, Kaparrewon Kretek"
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : ISNAWAN, A.Ma.Pd.
Jabatan : Lurah Tirtosari, Kapanewon Kretek.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perfierintah Kalurahan
Tirtosari, Kapanewon Kretek.
Selarrjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA rnenyepakati Rancangan Peraturan
Kalurahan Tirtosari tentang :

- Penghasilan Lurah, Pamong I(alurahan, Staf Kalurhan, Staf Honorer
Kalur'ahan dan Badan Permusyawatan Kalurahafr Tirtosari, untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan .

Demikian Kesepakhtan Bersama
sebagaim.ana mestinya.

ini dibuat untuk dipergunakan

Tirtosari, 9 Desember 2022
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PIHAK IGDUA
LUP.AH TIRTOSARI,

ISNAWAN, A.Ma.Pd.

PIHAK
I(ETUA BAMUS

TU
IRTOSARI,
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